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Landasan Teori

2.1.1. Pemerintahan Daerah

Dalam arti luas : Pemerintahan adalah perbuatan pemerintah yang dilakukan
oleh badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam rangka

mencapai tujuan penyelenggaraan negara.

Dalam arti sempit : Pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang
dilakukan oleh badan eksekutif dan jajaranya dalam rangka mencapai tujuan

penyelenggaraan negara.

Daerah, dalam konteks pembagian administratif di Indonesia, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi

masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah Pasal 1:
Ayat (2):

“Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”


https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Wilayah

Ayat (3):

“Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan

perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.”
2.1.2. Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi Pemerintahan merupakan bagian dari disiplin ilmu akuntansi
yang baru berkembang di Indonesia akhir-akhir ini. Pada
hakekatnya akuntansi pemerintahan adalah aplikasi akuntansi di bidang
keuangan Negara (public finance), khususnya pada tahapan pelaksanaan
anggaran  (budget execution), termasuk segala pengaruh  yang
ditimbulkannya, baik yang bersifat seketika maupun yang lebih permanen
pada semua tingkatan dan unit pemerintahan. (Kustadi Arinta)

Definisi  Akuntansi Pemerintahan Menurut Para Ahli- Menurut
Revrisond Baswir (2000:7), Akuntansi Pemerintahan (termasuk akuntansi
untuk lembaga non profit pada umumnya) merupakan bidang akuntansi
yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang
bertujuan untuk tidak mencari laba. Walaupun lembaga pemerintah
senantiasa berukuran besar, namun sebagaimana dalam perusahaan ia
tergolong sebagai lembaga mikro.

Bachtiar Arif dkk (2002:3) mendefinisikan akuntansi pemerintahan
sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi
keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian,
pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas

informasi keuangan tersebut.


http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-akuntansi-pemerintahan.html
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Sedangkan menurut Abdul Halim (2002:143) menyebutkan bahwa
Akuntansi Pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka
menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari
entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari
pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan.

Tujuan Akuntansi Pemerintahan

Menurut Bachtiar Arif, Muchlis, Iskandar dalam Akuntansi
Pemerintahan, tujuan akuntansi pemerintahan dan akuntansi bisnis pada
umumnya adalah sama yaitu :

a. Akuntabilitas

Di dalam pemerintahan, keuangan Negara yang dikelola harus dapat
dipertanggungjawabkan sesuai amanat konstitusi. Pelaksanaan
fungsi ini di Indonesia diatur dalam UUD 1945 Ps 23 ayat (5).

b. Manajerial

Akuntansi  pemerintahan memungkinkan pemerintah  untuk
melakukan perencanaan berupa penyusunan APBN dan strategi
pembangunan lain, untuk melakukan pelaksanaan kegiatan
pembangunan dan pengendalian atas kegiatan tersebut dalam rangka
pencapaian ketaatan kepada peraturan perundang-undangan,

efisiensi, efektivitas, dan ekonomis.


http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-akuntansi-pemerintahan.html
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c. Pengawasan
Pemeriksaan keuangan di Indonesia terdiri dari pemeriksaan
keuangan secara umum, pemeriksaan ketaatan , dan pemeriksaan

operasional atau manajerial.

2.1.3. Perkembangan Akuntansi Pemerintahan

Penerapan akuntansi pada pemerintahan sebelum dilakukan reformasi
pengelolaan keuangan Negara, telah menerapkan sistem pencatatan single
entry. Menurut Abdul Halim (2004) dalam Hafiz Tanjung (2012) sistem
pencatatan single entry atau pencatatan tunggal ini adalah pencatatan
transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat satu kali, transaksi yang
mengakibatkan bertambahnya kas akan dicatat di sisi penerimaan dan
transaksi ekonomi yang mengakibatkan berkurangnya kas akan dicatat pada
sisi pengeluaran.

Pemerintah melakukan reformasi pengelolaan keuangan Negara baik
pada pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah, dimulai dengan
ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara. Pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 khususnya pada pasal
30, 31, dan 32 disebutkan bahwa Presiden atau Gubernur atau Bupati atau
Walikota menyampaikan pertangungjawaban pelaksanaan APBN/APBD
kepada DPR/DPRD berupa laporan keuangan. Laporan keuangan yang
dimaksud setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi APBN/APBD, neraca,

laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan tersebut disusun dan
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disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

PP No. 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan
merupakan pedoman dalam menyusun laporan keuangan yang pertama
dibentuk. Basis akuntansi yang digunakan dalam SAP ini adalah basis kas
menuju akrual (cash toward accrual), dimana penggunaan basis kas untuk
pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan serta basis akrual
untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Menurut PP No. 24
Tahun 2005 Komponen Laporan Keuangan Pokok tediri dari :

1. Laporan Realisai Anggaran

2. Neraca

3. Laporan Arus Kas

4. Catatan atas Laporan Keuangan.

PP No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan
merupakan pedoman dalam menyusun laporan keuangan yang digunakan
oleh pemerintah daerah saat ini. Pelaksanaan PP ini bersifat memaksa bagi
semua daerah untuk mengimplementasikannya sejak tahun 2015. Basis
akuntansi yang digunakan dalam SAP ini adalah basis akrual. Pada SAP
baru (PP No 71 tahun 2010) komponen laporan keuangan terdiri dari :

1) Laporan realisasi Anggaran (LRA)

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)

3) Neraca

4) Laporan Operasional (LO)

5) Laporan Arus Kas (LAK)
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6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan

7) Catatan atas Laporan Keuangan

2.1.4. Basis Akuntansi
Basis Kas
Basis Kas mengakui atau mencatat suatu transaksi dan peristiwa lainnya
pada saat Kas atau Setara Kas diterima atau dibayarkan. Pada Akuntansi
Pemerintahan di Indonesia, Basis Kas ini digunakan untuk merealisasikan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah yang nantinya akan
dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Prakteknya adalah
mencatat pendapatan pada saat terdapat aliran masuk kas sesuai dengan
anggaran Pendapatan Negara/Daerah dan mencatat belanja pada saat
mengeluarkan kas sesuai dengan anggaran Belanja Negara/Daerah.
Basis Kas Menuju Akrual
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan Pasal 1 Ayat (9) menyebutkan:
“SAP Berbasis Kas Menuju Akrual adalah SAP yang mengakui
pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset,
utang, dan ekuitas dana berbasis akrual.”

Basis ini digunakan oleh Pemerintah untuk membuat Laporan Realisasi

Anggaran (LRA) Berbasis Kas dan Neraca Berbasis Akrual.
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Basis Akrual

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan Pasal 1 Ayat (8) menyebutkan:

“SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban,
aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta
mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan
pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam
APBN/APBD.”

Dalam PSAP 01: Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa

itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau

dibayar.

2.1.5. Standar Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintan Nomor 24 Tahun 2005 tentang
standar akuntansi pemerintahan Pasal 1:

Avyat (1):

“Pemerintah adalah pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. *

Ayat (2):

“Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian,
pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas
hasilnya, serta penyajian laporan.”

Avyat (4):
“Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah

prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan
menyajikan laporan keuangan pemerintah.”
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Ayat (5):
“Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual
maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data,

pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi
keuangan pemerintah.”

Berdasarkan Peraturan Pemerintan Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat
(3) tentang standar akuntansi pemerintahan:
“Standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP,

adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan
menyajikan laporan keuangan pemerintah.”

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat (8):

“SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban,
aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta
mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan

pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam
APBN/APBD.”

Komponen-komponen Laporan Keuangan Pokok yang harus disajikan
menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 ini terdiri dari:
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi,
dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh
pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara
anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi
Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan
pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :
a) Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum

Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas



b)

d)
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pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih
dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang
menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali
oleh pemerintah.

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum
Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo
Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan
yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
pemerintah.

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu
entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk
dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Pembiayaan (financing) adalah setiap
penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada
kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau
akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang
dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan
untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari
pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara

lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman,
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pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan

modal oleh pemerintah.

Contoh format Laporan Realisasi Anggaran:

EMERINTAH KABUPATENKOTA
LAPORAN REALISAEI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

[Dalam Rupishi
Anggaran | Reallsasl Raallaasl|
mel, i 0% 201 %) 2060
1 |PENDAPATAN
2 PENDAPATAN ASLI DAERAH
3 Pendapatan Pajak Daerah 00 00K i d 00
4 Pengapatan Dasrah 00 00 b 0
5 F_’1 ian Hasll P olaan Kekayaan Dasrah Dipisahkan 00 00 i e
E fpﬁnyﬂgaﬁ i it X 00 i 0
; J‘Mﬂaﬂ Pandapatan Asll Dasrah (3 &/d € EXER Eriey 3 WERE
9 PENDAPATAN TRAN
10 TRANZFER PEHERIN'FAH FUSAT - DANA PERIMBANGAN
1 Diana Bagl Hasll Pajak o e e o
1z Dana Bagl Hasll Sumber Days Alam 0 00K i d 000
13 Cana Alokasl Umum o 200X s 0
14 Diana Alokas! Khusus 00 00 Py 0
}g Jumiah Pandapatan Transfer Dana Perimbangan (11 aid 14) i) B =3 XX
17 TRANSFER PEHERIHTAH PUSAT - LAINNYA
18 Diana Otongeml K o o -4 e
19 Dana Pe'lyesmlan 00 00 0
20 Jumilah Pandap Tranafar tah Pusat - Lainnya (18 aid 13) HHAK WHAE TN |
2
22 TRANSFER PEMERINTAH PROVINGI
23 Pendanatan Bagl Hasl PajEk 0N 00 bl ook
24 Pendapatan Bagl Hasl Lanmya o0 200K 0 000
25 Jurniah Transter Pemenintah Provinsd (23 aid 24) ANy O 2] XExx
26 Total Pendapsatan Tranafer (15 = 20 + 25) WHEX RHEX WX X
7
28 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
29 Pendapatan Hibah oo i W ot
30 Pendapatan Dana Darurat o o X X
k3l Pengapatan Lak 0 oo xm o
a2 Jumiah Laindain Pendapatan yang Sah (23 aid 31) iy REE i KX
gi JUMLAH PENDAPATAN [T = 26 = 32) AR X 3 EEEE]
35 |[BELANJA
36 [ BELARJA OPERASI
k) Belan|a Pegawal 0 00K e d 00
38 Befan|a Barang 000 00K i d 00
3g Bunga 00 00 b 0
40 Sunsdl 0N 00 b oo
4 Hibah 0K 00 b 0
4z Barntean Soslal L ey WK ]
23 Jumiah Eslanja Oparasl (37 id 42) FREX REEX X FERE |
44
45 BELANJA MODAL
25 Belan|a Tanan o o X o
47 Belan|a Peralatan dan Masin o e o oo
48 Belan| zG—'.lm.ll'F dan Banguran oo 0 e e
49 Belan|a Jaian, Mgas! :Jar' Jarngan 00 00 b 0o
S0 Belan|a Aset Tetap Lalnnya oo 00K e d 000
51 Beian|a Aset Lalnmya o0l 00 P o
gg Jumiah Bslanja Modal (48 sid 51) WRRE WA ¥ RERX
54 BELAN.JA TAK TERDUMGA
55 Beian|a Tak Temuga oo 0 o 000
56 Jumiah Belan]a Tak Terdugs {55 a/d 55) R A =3 REAX
g; JUMLAH BELAMNJA (43 + 52 + 56] HNEE EEi EEER
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PEMERINTAH KABUPATENHKOTA
LAPORAN REALISAS | ANGGARAN PENDAFAT AN DAN BELANIA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAMN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

[Dalam Ruplsh)

e Anggaran | Rsalisasl Raallaasl
. i 20x1 2001 e 20000
52 |TRANSFER
50 TRANSFEH.I'EAG[ HASIL KE DES&
&1 Sagi Has oo 200 o 2000
62 Bagl Hasll ﬁeh'?mﬁl oo oo n 2000
63 Sagl Hasll Fencapatan Lannya Py xo0¢ o0 000
'ég .IIJllLAH TR.Q.NEvFERIBAGiI HASIL F(E D?SA =1 'B.Pﬂ &3) MR R =3 EEE]
&
66
&7 SURPLUS/DERISIT (33 - 85) EEE R WEX WEK
68
G5 |PEMBIAYAAN
7o
71 PEHER!PIAAH PEMEIAYAAN
72 enggunaan SILPA oo 200 o 2000
73 ﬂeﬂl:allaﬂ Dana Cagangan o 00K o 00
74 Hasl Penjualan Kekayaan Dasran yang Dipisahkan oo 200K o 2000
7= Dinaman Dalam Meger - Pernenniah Dusat o e o ey
76 Pinjaman Dalam Megerl - Pemernintah Daerah Lannya 0o o0 == o0
T Pinjaman Dalam Negerl - Lembaga Keuangan Bank et o0 e 000
7B Pinjaman Dalam Meger! - Lembaga Ketangan Bukan Bank = = = 00
7o Pinfaman Dalam Meger - Obilgas! 00 00 o 0%
a0 Pinjaman Dalam Meger - Lannya 008 = = P
a1 Senermaan Kemball Finjaman kepada Penssahaan Negara o0e x00¢ o 2000
a2 Senerimaan Kemball Pinjaman kepada Denssahaan Dagrah o0e x00¢ o 2000
83 Penermaan Kemball Pinjaman I;:Fa Pemertntah Dasrah Lainnya Py 200E o 200
a4 Jumian Panerimaan =M EEER R L ERE |
as
a6 PENGELUARAN PEMSIAYALN
a7 Pembentukan Dana C: o 200K x 2000
as Penyeriaan Modal Pemesinian Daerah prd 00 £y 00
ag Pembayaran Pokok Pinfaman Calam Meger - Pemerintah Pusat oo oo o 200
a0 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Meger - Pemerintzh Dasrah Lalnnya o = == ==
a9 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam N K Eank oo 000 o 00
a2 Pemba! N Pokok Pin| an Dalam Ny oo 00 X 000
a3 Pembayaran Pokok Finjaman Dalam Neger - Col = = =3 00
94 bayaran Pokok Pinjaman Dalam Meger - Lainmya e xo0x o P
ag Pembsnian Pinjaman kepada Perusaha 0ot x0x = P
a0 Sembarian Finjaman kepada Perusana o0e x00¢ o 2000
a1 Pembarian Finjaman I::-p:nz Pemenntan Daeran Lainmya sooe xo0¢ o 3000
a9z Jumian Pan 7 ard Slg EEEd EEE] =3 X
93 PEMBI YMM O (B4 -32) | wEw R W EEE |
24
a5 Sisa Lobih Pembilayzan Anggaran (67 - 53] AN I L3 AR

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan
SAL)
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi
kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan

dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Contoh format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan

Perubahan SAL):

PEMERINTAH DAERAH
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 21 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO URAIAN 20X1 20X0
1]|Saldo Anggaran Lebih Awal KX XX
2|Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan (R {200
3 Subtotal (1 -2) P KA
4)Sisa Lebin/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPAISIKPA) HKRX KX
5 Subtotal (3 + 4) K KK A
6|Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya 2O XX
T|Lain-iain K KA
8| Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 +6 + 7) XX XXX
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Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan
mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur
yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas.
Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau
dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwva masa
lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa
depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah
maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang,
termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk
penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber
daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu
yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber
daya ekonomi pemerintah.

c) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan

selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.



Contoh format Neraca:

NERAC A
PEMERINTAH PROVINSUKABUPATERN HOTA
PER 31 DESEMBER 201 DAM 20X0

o. Wiraian oz | 2ozo
1 ASET
2 ASET LANCAR
] Has o Kas Daerah sooc | oo
+ Kas o Bendahara Pengsluaran oo | o
B Kas o Bendahara Penesmaan sooc | oo
s Investasi Jangka Pendek oo | e
B Pastang Pajak sooc | oo
s Fiastang Retribusi sooc | e
= Bagian Lancar Finjaman kepada FPerusahaan Megara sooc | o
10 Bagian Lancar Finjaman kepada Ferusahaan Daerah sooc | oo
11 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerntah Pusat oo | e
1=z Bagian Lancar Pinjaman kepada FPemenntah Draerah Lannya sooc | oo
13 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran soox | o=
14 Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan sooc | oo
s Bagian lancar Tuntutan Ganti Fugi soox | e
16 Pastang Lainnya sooc | oo
g Persediaan ey sy
] Jumiah Aset Lancar (3 sid 17} aeooe | acaea
1 INVESTASI JANGHKA PANJANG
- Inuestasi Moo e
1 Pinjzman Kepada Ferusahaan Megara oo | acoox
zx Pinjaman Kepada Perusshaan Dasrah sooc | oo
Y Pinjaman Kepada Femerintah Dasrah Lainnya sooc | acx
x4 inwestasi dalam Surat Utang Megara sooc | oo
zs tmwestasi #afam Proyek Pembangwnan oo | oo
= inwestasi Monpermanen Lainnya sooc | oo
== Jumiah Investasi Monpermanen (21 sid 2&) msce | aeacs
z8 Inwestasi Pemmanen
2= Peanyeraan Modal Pemerintsh Daerah sooc | e
aa Investasi Permanen Lainnya sooe | e
a1 Jumiah Inwvestasi Permanen (28 s/d 30) maoe | aeaca
az Jumilah Investasi Jangka Panjang (27 + 31} ooon | s
33 | ASET TETAP
R Tanah 2o | o
as Peraiatan dan Mesin sooc | oo
v Gedieng dan Bangunan oo | oo
ar Jalan, krigasi, dan Jaringan sooc | oo
as Aset Tetap Lainnya sooc | e
39 o i dalam Faan e
ac Akurmulasi Penyusutan oo | ey
41 Jumilah Aset Tetap (34 sid £0) moow | ma
42 | DANA CADANGAN
43 Dana Cadangan sooc | o
4t Jumilah Dana Cadangan {43) Frra T
(Dalam Faupiah)
o Tiraizn 20X | 2oxn
45 ASET LAINNY A
45 Tagihan Penjualan Angsusan 300 faed
T Tuntutan Perbendaharaan 300K ped
Tuwntutan Ganti Rugi 00 00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga 00K ey
Aset Tak Berwujud 300K M0
Acset Lain-Lain 0 fa
Jumiah Aset Lainnya {46 sid 51} o | mw
3 JUMLAH ASET (18+32+41+44+52) |
54
55 EEWAJIBAT
£ EEWAJIBAN JANGEA FPENDER
57 Trtamg Peshitungan Fihak Eetiga (FFE} oex | oex
] Titang Bungs somx | romc
55 Bagizn Lancar Tiang Dialam Megeri - Pemerintzh Pasar oo | oo
= Bagize Lancar Titang Dialam Megeri - Pemerintzh Daerah Laineya oo | aooc
€1 Bagizn Lancar Litang Dalam Megeri - Lerabags Keaangan Bank xocx | aooc
&2 Bagizm Lancar Urang Dalam Tegeri - Lembaga Fenangan bukan Bank ox | oo
€3 Bagizn Lancar Litang Dalam Iegeri - Obligasi oo | oo
o PBagiarm Lancar Utang Jangka Paniang Laimmya som | oo
s Lrtang Janghks Pendek Laimmas o | roee
% Fewajiban Jangka Pendek (37 s/d &5) ook | sowex
a7 EEWAJIBA™ FJANGEA PATNTJATNG
4 Litang Dalam MNeger: - Permmerintah Puasat o o
&a LTtang Dialam MNegeri - Pemerimtah Diserah Lainmnya sosee | oo
o Litang Dialarm Megers - Lembaga Feuangan Bank oo | aooc
71 Utang Dialam Meger: - Lemnbaga Feuangan bukan Bank oo | aocc
2 Lrtang Dalam Megeri - Obligas o | rooe
73 Utang Jangka Famjang Lainnva oex | oo
T4 Jamlsh Kewajiban Jangka Panjeng (68 s.,d 73) ook | sooe
75 JUMIAH EFEWAJIBAN (&6 + 74) x| xoow
Ta EEUITAS DATNA
7 ERLTITAS DATA LANCAR.
e Siza Lebih Pembiavaan Anggaran (SiLPA) oo | oo
9 Pendapatan yang Di ks oo | oo
so Cadingan Piutang x| 2o
g1 Cadangan Fersedizan oox | oo
2 Dlana vang Flares Disediakan mnrak Permbayaran Litang Janghks Pendek | (oo | Good
a3 Jamlsh Fkuitas Dana Lancas (78 s/d 3} o | oo
B4 EEUITAS DA™NA INVESTAST
&5 Dhiinvestasikan dalamm Investasi JTangks Panjang oo o
56 Diinveseasilcan dalarm Aser Tetap o | moex
BT Dhinwvessasikan dalamm Acet Lazmoy-a o o
8 Dlama yvang Flarus Disediakan unrak Pembayaran TTang Jangka Pamang | foog | oo
=9 Jamisih Fkuiras Dana Investasi (35 s-d 55) sox | oo
0 ERUITAS DATA CADANGAN
1 Diinvessasdean dalam Dans Cadangan some | sooe
2 Ekuiras Dana Cadangan (913 x| ook
93 JUMIAH EEUTTAS DANA (834 8%+ 92) ook | xoow
JUMILAH EEWAJIBAN DAT ERUITAS DATA (75 +93)
w4 300k | oo

20
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Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi
yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh
pemerintah  pusat/daerah  untuk kegiatan  penyelenggaraan
pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional
terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.
Masing- masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih.

b) Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih.

c) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran
uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas
pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi
hasil.

d) Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar
biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan
merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin
terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas

bersangkutan.
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Contoh format Laporan Operasional:

PEMERINTAH KABUPATENHOTA
LAPORAN OPERABIONAL
UNTLE TAHUN YANG BERAHHIR SAMPA| DENGAN 31 DESEMBER 20001 dan 20000

{Calam rapiah)
Kenalkan/
o URAIAN 20%1 20X0 B o %]
MEQIATAN OPERAZICONAL

1|PEWDAFATAN

2| PENDAPATAN ASLIDAERAH

3 Pendapatan Pajait Daerah e o o g
4 Pendapatan Retrbus! Duerah o e oo o
= Pendapatan Has! Pengeiciaan Kekayaan Daerss yang Dipisahkan o o e o
L Fendapatan Asil Daemh Lainnya I XN frey o
7 Jumiati Pandapatan &cfl Dasrah 3 6id §) fre Prey frey frey
8

| PENDAPATAN TRANEFER

10| TRANIFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMEANGAN

1" Dana Sagl Hasll Pxak r Erd o e
1z Crara Bagl Hasll Zumber Daya Alam e o L o
13 Dana Alokas! Umum Eed oy e e
14| Cana Alokas| KFasus by d Xy ooy o
13| Jumiat Perdapatan Tranclsr Dana Permbangan (11 & 14) REE Prey ey Frey
18]

17 TRANIFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA

18| Dans Ctonomi Krusus r Erd o o
13| Cara Fenyssusan o o
m Jumiah Pendapatan Trancler Lainnya (15 cid 18} KKK KEK nax XN
Fal
22| TRANSFER PEMERINTAH PROVINEI
Z Fendapatan Bagl Hacll Fajak my o o o
24 Pendapatan Bag! Hasll Lsnnys ] oy o
= Jumiah Pendapatan Trancler Pemeriniah Provine] (23 cid 24) KKK KEK XX nEN
= Jumish Pencapatan Trancter {16 + 20 + 25) KKK KKK Py Fre
27|
IE( LAINALAIN PENDAPATAM YANG 3AH
2| Pendapatan Hibah Y feed e e
k] Pendapatan Dana Darurat r frd o o
Ea) Fendapatan Lakrrya Ery Ly oo o
22| <Jumiah Lain-laln Pendapatan yang sah (29 = 21 KKE EEKE RRX XXX
x| JUMLAM PEMDAPATAN (7 + 28 + 33 RN [ ) e
e

3E|BEEAN

35| Eeban Pegawal e oy oo L
37| Beban Persedisan r frd oo o
3| Beban Jaza ey wex ¥y o
33| Beban Pemelharzen oy oy oy o
40| Betan Peraaran Dnas THE R L= )
41| Seban Bunga ™E e o o
4Z| Beban Subsidl o o o o
43| Seban Hibah e oy o o
44| Seban Bamuan Sosia r ey o o
45| Seban Penyasutan r wew ooy o
45| Beban Transter r ww o o
7| Eeban Lainain by d by d oo o
43 JUMLAH BEBAN (38 &/d 47) KKE REE e it
43|

S0 JURFLUBDEFIEIT DARI DFERAS [33-45) KKK KKK e g g
51

S2|SURPLUS/DEFIZT DARIKEQIATAN NON OPERASIONAL

£3| Zurpius Perjualan Aset Nonlancar e g L o
Z4( Zurplus Penyeizsalan Kewafban Jangka Panjang T xx o o
==| Defst Penjusan Asst Nonaecar er Ed o e
55| Defst Penysesaisn Kewallbar Jangks Paniang TR X o L
57| SurpiusDefsh dar Kegiatan Non Opsrsions Lanmy v} fvod oo oy
2 JUSLAH EURPLUZ/DEFINT DARI KESIATAN MON OPERAZIONALIED id E71 KKK XXX axx NE
3| SURPLUE/DEFIZIT SEBELUM POX LUAR BIASA (B0 + BB} 351 KKK XXX EXX
&0

E1(POE LUAR BIAES hied frad o e
EZ| Fendapalan Luar Slasa E e oo g
53| Seban Luar Slasy E e wr )
&4 PO3 LUAR BIAZA [ 8280 ny ny [ e
&S SURPLUSMDEFISIT-LO | &5 = B4} KKK KKK X [

5. Laporan Arus Kas (LAK)
Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan
aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang
menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo

akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.
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Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan
dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai
berikut:
a) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke
Bendahara Umum Negara/Daerah.
b) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari

Bendahara Umum Negara/Daerah.

Contoh format Laporan Arus Kas:

LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH KABUPATENMOTA
Untuk Tahun Yang Eerakhir Sampal Dengan 31 Dessmber 20X1 dan 2080
Metods Langaung

[Dalam Rupiah)
Ho. Uralan 201 20X
1 |arus Kas darl Akiivitas Operasl
2 |arus Masuk Kas
3 Pendapatan Fajak Dasrah KEK KR
4 Pendapatan Retriousl Dagrah XXX HEX
5 Pendapatan Hash Pengeinlasn Kekayaan Dasrah yang Diplsahkan WK WX
3 Laln-ain PAD yang sah xog | o
T 3 Bagl Hasll Pajak pr ey WX
8 3 Bagl Hasll Sumber Daya Alam X¥K HHX
5 3 Alokasl Umum KHK HEX
10 Dana Alokasl Khusus XXX X
1 Dana Otonomil Knusus X HEXK
12 Dana Penyesualan XHK XXX
13 Pendapatan Bagl Hast Pajak W | 3K
14 Pendapatan Bagl Hasl Lainnya XX X
15 Pendapatan Hibah XXX HEX
i5 Pendapatan Dana Darnurat KEX HEX
i7 Pendapatan Lalnnya KEX HEX
13 Jumian Arus Masuk Kas (3 =i 17) XXX HEX
19 |Arus Keduar Kas
20| Belanja Pegawal o | o
kd Belanja Barang XXX HEX
22| Bunga woe | o
3 Subsidl pr e HEX
g Hibah XXX xR
25 Baniuan Sosial XHH HEX
25 Belanja Tak Terduga Wl | o
7 Bagi Hasll Pajak XXX HEX
28 Bagl Hasl Revibus! XXX HEX
23|  BagHas! Pendapatan Lalnnya oo Rx
# Jumian Arus Kabuar Kas (20 aid 23) KK KRR
3 Arus Kas Barskh darl Aktivitas Operazl (18 - 30) AAX XX
32 |&rus Kas darl Aktivitss Inveatas! 48at Nonksuangan
33 |Arus Masuk Kas
= Pendapatan Penjualan atas Tanah KEX HEX
35 Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Masn K KK
34 Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan I HHX
7 Pendapatan Penjualan atas Jalan, Ingas| dan Jangan X3 XX
3 Pendapatan darn Penjuaian Aset Tetap W | o
3 Pendapatan darl Penjuaian Aset Lannya KKK | xMx
41 Jumlah Arus Masuk Kas {34 sid 33) piEs X
41 |Arus Keluar Kazs
42 Belanja Tanah KEX HEX
43 Belanja Peraiatan dan Mesihn XXX XK
44 Belana Gegung gan Bangunan WK HHX
45 Belanja Jaian, Ingas! dan Janngan Xk | o
46 Belana Asst Tetap Lannya KK WK
47 Belanja Asst Lalnnya KX WX
43 Jumian Arus Kaluar Kas {42 sid 47) XXX XX
43 Arus Kas Bersih darl Akfivitas Investas| Aset Nonkeuangan (40 - 48) XXX HXH
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LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH KABUPATENMOTA
Untuk Tanun Yang Beraknir Sampal Dengan 31 Deasmbar 20X1 dan 2050
Mstods Langsung

(Dalzm Ruplsh)
No. Uralan 2001 | 20%0
50 |arus Kas dan AKfivitas Pembiayaan

51 |arus Masuk Kas

52 Pencairan Dana Cadangan K X
53 Hask Penjuaian Kekayaan Dasrah yang Dipisankan 2000 00K
54 Pinjaman Diaiam Nager - Pemerinian Pusat 00K 00K
55 Pinjaman Daiam Neager - PEmennian Daeran Lannya HKK XK
55 PInjaman Daiam Negerl - Lembaga Keuangan Bank WX X
57 Sinjaman Dafam Neger - Lembaga Hewangan Bukan Sank K K
] Pinjaman Daiam Negerl - Obiigas! 0K X
5 Pinjaman Daiam Nager - Lainnya 00K 00K
&0 Penanimaan Kamball Pinjaman kepsda Persahaan Nagarm 00K 0K
81 Penenmaan Kembal PINaman kepada Perusanasan Daeran HEX X
&2 Penerimaan Kembail Pinjaman kepada Pemerinian Dasrah Lainmya X X
53 Jumiah Arus Masuk Kas (52 aid 62) K 00K
&4 |&rus Keluar Kas

&5 Pempentukan Cana Cadangan XX HEX
65 Penyertaan Modal Pemenintah Dasran E X
&7 Pembayaran Aokok Pinjaman Dalam Meger - Pemedntah Pusat 200 00X
&3 Pembayaran Aokok Pinjaman Daiam Neges - Pemenntah Daerah Lannya HHX KK
&3 Pembayaran Pokok PINjaman DEam Meger - Lembaga Keuangan Bank MEX HEX
70 Pembayaran Pokok Pinjaman Daiam Meger - Lembaga Keuangan Bukan Bank HHK X
71 Pembayaran Pokok Pinjaman Dakam Meger - Obiigas! 2000 00K
72 Pembayaran Pokok Finjaman Daiam Neger - Lalnya KX HHX
T3 Pemberian Finjaman kepada Perusanaan Negara 06K MK
74 Pemberian Finjaman kepada Perusanaan Dasrah 0K HHK
75 Pemberian Pinjaman kepada Pamearintah Daerah Lainnya 06X K
78 Jumiah Arus Keluar Kas (85 aid 75) 00K 0K
7 arus Kas Bersin darl Aktivitas Pemblayaan (64 - 76} KN

78 |Arus Kas darl Aktivitas Nonanggaran

79 |Arus Masuk Kas

80 Fenenmaan Perniungan FINak Ketga (FFK) HHX HEX
81 Jumiah Arus Masuk Kas (80 aid B0) 0 LK
£2 |Arus Ketuar Kag

] Pengeluaran Peshingan Fihak Katigs [PFK) 200¢ X
84 Jumiah Arus Keluar Kas (83 aid 83) AKX HAX
£5 Arus Kas Barsih darl Aktivitas Nonanggaran (81 - 84 K 00K
&5 Ksnalkan/Penurunan Kas (31 « 43 + 77 + 85} 00K LK
87 Saldo Awal Kas ol BUD FHK X
&4 Saldo AKhIF Kas ol BUD (86 - 7] 00 K
€9 Saldo Akhir Kas ol Bendahara Pengehsaran 0K 00K
%0 Saldo Akhir Kas ol Bendahara Pensrimasn 200 Eied
51 Saldo Akhir Kas (88 = 85+ 30) KK WK

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau
penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun

sebelumnya.

Contoh format Laporan Perubahan Ekuitas:

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO URAIAN 20X1 | 20X0
1 |EKUITAS AWAL XXX XXX
2 |SURPLUS/DEFISIT-LO KKK XXX
3 |DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:

4 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN XK | XXX
5 SELISIH REVALUASI ASET TETAP XXX XXX
] LAIN-LAIN XHX XXX
7 |EKUITAS AKHIR XRX XXX
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Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau
rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran,
Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan
Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan
Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi
yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang
diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar
Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan
untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.
Catatan atas Laporan Keuangan
mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut:

a) Mengungkapkan informasi Umum Entitas Pelaporan dan
Entitas Akuntansi;

b) Menyajikan informasi kebijakan fiskal/keuangan dan
ekonomi makro;

c) Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama
tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi
dalam pencapaian target;

d) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan
keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih
untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-

kejadian penting lainnya;
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e) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang
disajikan pada lembar muka laporan keuangan;

f) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam
lembar muka laporan keuangan;

g) Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk
penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar

muka laporan keuangan.

Contoh format Catatan atas Laporan Keuangan:

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA ...
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENDAHULUAN

Bab | Pendahuluan
1.1 | Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
1.2 | Landasan hukum penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
1.3 | Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah

daerah

Bab Il Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD
2.1 | Ekonomi makro
2.2 | Kebijakan keuangan
2.3 | Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab 111 Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah

3.1 | Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah
daerah
3.2 | Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah

ditetapkan
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Bab IV

Kebijakan akuntansi

41

Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah

4.2

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

pemerintah daerah

4.3

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

pemerintah daerah

44

Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada

dalam SAP pada pemerintah daerah

Bab V

Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah

5.1

Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan

pemerintah daerah

511 Pendapatan — LRA

512 Belanja

51.3 Transfer

514 Pembiayaan

515 Pendapatan — LO

5.1.6 Beban

5.1.7 Aset

518 Kewajiban

5.1.9 Ekuitas Dana

5.2

Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul
sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan
belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk
entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual

pada pemerintah daerah.

Bab VI

Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan pemerintah daerah

Bab VII

Informasi lainnya

Bab VIII

Penutup




28

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap
entitas pelaporan dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),
kecuali:

a) Laporan Arus Kas hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi
perbendaharaan umum dalam hal ini SKPKD (Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah);

b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh
Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan
keuangan konsolidasiannya dalam hal ini Satuan Kerja Pengelola

Keuangan Daerah (SKPKD).

2.1.6. Komitmen

Komitmen adalah janji pada diri kita sendiri atau pada orang lain
(organisasi) yang tercermin dalam tindakan kita. Menurut Porter et.al. dalam
Miner, (1992:124), komitmen adalah dukungan yang kuat dari pimpinan dan
bawahan satuan Kkerja termasuk pimpinan SKPD penerima dana
Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan. Komitmen pimpinan dalam suatu instansi
pemerintah menjadi kunci menciptakan layanan publik yang berkualitas,
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

(Kemenpan-RB).
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2.1.7. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat
penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi
maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan
perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang
dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak untuk mencapai tujuan
organisasi itu. Menurut Hasibuan (2000:3), sumber daya manusia adalah semua

manusia yang terlibat dalam pembuatan laporan keuangan daerah.

2.1.8. Infrastruktur

Infrastruktur sama saja dengan sarana prasarana, yaitu segala sesuatu
yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Infrastruktur
adalah pendukung utama penerapan sistem akuntansi Pemerintah berbasis
akrual yang diukur dengan aset fisik yang penting dalam kelancaran penerapan

SAP berbasis akrual (Grigg, 2000).

2.1.9. Sistem Informasi

Sistem Informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan
aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan
manajemen. Sistem informasi adalah gabungan yang terorganisasi dari
manusia, perangkat lunak, perangkat keras, jaringan komunikasi dan sumber

data dalam mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam


https://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_informasi
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organisasi. Menurut Mukhtar (2002: 4), sistem informasi adalah sistem

pengendalian intern yang memadai untuk memberikan keyakinan memadai atas

tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien,

keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap

peraturan perundang-undangan.

2.2.

Tinjauan Pustaka

Penelitian-penelitian terdahulu tentang penerapan sistem akuntansi

pemerintah berbasis akrual adalah:

No. | Peneliti Judul Persamaan Perbedaan | Kesimpulan

1. | Ririz Analisis  Kesiapan | Kajian Analisis | Lokasi Secara  Umum
Setiawati | Pemerintah Dalam | Kesiapan Penelitian Kabupaten
Kusuma | Menerapkan Pemerintah Jember  cukup
(2013) Standar Akuntansi | dalam siap untuk

Pemerintah menerapkan melaksanakan
Berbasis Akrual | SAP Berbasis Akuntansi
(Studi Kasus Pada | Akrual, metode Pemerintahan
Pemerintah yang Berbasis
Kabupaten Jember) | digunakan Akrual.

2. | Andi Analisis  Kesiapan | Kajian Analisis | Objek yang | Pemerintah Kota
Faradillah | Pemerintah  dalam | Kesiapan diteliti, Makassar masih
(2013) Menerapkan Standar | Pemerintah metode yang | belum

Akuntansi dalam digunakan melaksanakan
Pemerintah Berbasis | menerapkan Akuntansi
Akrual  (Peraturan | sAp  Berbasis Pemerintahan
Pemerintah  Nomor | Akrual Berbasis Akrual.
71 Tahun 2010)

3. | Sofia Dora | Analisis  Kesiapan | Kajian Analisis | Lokasi Pemerintah Kota

(2014) Pemerintah  dalam | Kesiapan Penelitian | Medan  belum
Menerapkan Standar | Pemerintah menerapkan PP
Akuntansi dalam No 71 tahun
Pemerintah Berbasis menerapkan 2010 karena
Akrual (Studi Kasus | SAP  Berbasis masih menunggu
pada BPBD Kota Akrual, metode pedoman umum

Medan) yang dari _

digunakan Kemendagri.
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Berdasarkan hasil penelitian-penelitian  sebelumnya, terdapat
persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Seperti pada penelitian Ririz
Setiawati Kusuma (2013) yang meneliti Analisis Kesiapan Pemerintah dalam
Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dengan studi
kasus pada Pemerintah Kabupaten Jember. Persamaannya terletak pada kajian
analisis terhadap kesiapan Pemerintah Daerah dalam menerapakan Standar
Akuntansi Berbasis Akrual. Adapun perbedaannya dapat dilihat dari lokasi

penelitian.
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